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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar untuk

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini
adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan



Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :

28.d/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/111/2020 Tentang Penetapan dan



Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar
Marihat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pematangsiantar Tahun 2020. a. Kelurahan BP. Nauli : Andi Pitu Gunawan
Saragih, L.M. Fransiska Sihaloho dan Erna Aspita Simbolon, b. Kalurahan
Mekar Nauli : Jhon Henri Siahaan, Nike Situmoran dan Leni Romaida Siahaan,
c. Kelurahan Pardamen : Sandro Gideon Lumbantobing, Johannes Roy
Magisara Butar-Butar dan Hasudungan Antonius Sinurat, d. Kelurahan
Parhorasan Nauli : Halima Erika Simalango, Resmi Susanti Pakpahan dan Maju
Fernando Pakpahan, e. Kelurahan Suka Maju : Mikael Partogi Silalahi, Golfrit
Marbun, dan Horas Fanki Sihombing, f. Kelurahan Suka Makmur : Bona Tua
Siagian, Kartika Krisna Lumbantobing, dan Lasma Uli Purba, g. Kelurahan
Sukaraja : Tony Ganiover Sitanggang, Robert Maltus Sitorus dan SB. Trito Julius
Hutasoit. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat
kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara
selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23

November 2020.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
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